
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAI'VARINGIN BARAT

NOMOR: 957t oy' ltBPKADt2l19

Menimbang

Mengingat

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN..

oiuiiei<rjrlertr aAoaN xesrruAN BANGSA DAN PoLlT-lI

xli['pliiH iorlwaRncll BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun

2016 tentang eeooman Fengetolaan Keuangan Daerah Pasal 11 'Pejabat

p.nggrri d'ggrran/ Penggina Barang dalim melaksanakan tugas dapat

meti"nr'panran iioagian ke;-enangan kipada Unit Kerja pada Satuan Keria

ierinbrat oaeran ielaku Kuasa Pengguna Anggaran'''

b. bahwa dalam rangka pelimpahan kewenangan dimaksud perlu menuniuk- 
Oin menetaptan p.ta6,t Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan

fesatuan gingsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat'

c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a- 
Orn u, p.rf, Oitetapkan dengan keputusan Bupati Kotawaringin Barat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

irgkri rr di Kaiimantan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959

tloiror 22, Tambahan Lembaran Negari Republik lndonesia Nomor 1920 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegau'aian

( Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55' Tambahan

L*frr.n ltegira Nomor 3041 ) sebagimana telah diubah dengan Undang-

unlrng t{o*o|. 43 Tahunlggg ( Lembaran Negara Republik lndonesia

tanun-1ggg Nomor 47, Tambahin Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3890 );

3. Undang-Undang Nomor '17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

i Lemdaran Ne-gara Republik lndonesia Tahun-2003 Nomor 47' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

4 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

( Lemb-aran Negara Republik lndonesia Tahun^2004 Nomor 5' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor'15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

O.n f"rnggrng Jawab Keuangan Negara (Lembaran- Negara Republik

tnOonesd-ruoi,ot 66, Tambahin Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4400);
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Menetapkan

KESATU

KETIGA

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2i14, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4578);

9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa

Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2008 Nomor 32);

12. Peraturan Daenh Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2016 Nomor:6);

13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 20'13 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Pembayaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penetapan Peiabat Kuasa Pengguna

Anggaran di Lingkungan Badan Kesaluan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin

Barat;

Menunjuk dan mengangkat yang namanya seperti tercanlum dalam lampiran

keputusan ini sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya bertangungjawab
kepada Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Barat;

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai wewenang untuk :

1. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
2. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

3. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran
yang telah ditetapkan;

4. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
5. melaksanakan tugas{ugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa

yang dilimpahkan oleh pe.iabat pengguna anggaran;
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KELIMA

KEENAM

Tembusan. disampaikan kepada Yth :

'1. lnspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan. Bun.

2, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ktw. Barat di P. Bun.

Dalam pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna anggaran sekaligus bertindak

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 3'l Desember 2018..

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal 03 Januari 2018

BARAT,

i
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Nama Badan / Dinas

/ Unit Keria Satuan
Daerah

Peiabat Kuasa Pentguna Anggaran (KPA) NeteranganNama Program Nama Kegiatan

2 3 4 5 6

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

BADAN XESATUAN

EANGSA DAN POI.ITIK

Nama

NIP

PanBkat/Gol
Jabatan

NOMOR

TANGGAL

H. A, 6AHRUDINNOR, SE, M,Si.

1!130101 19A303 1 030

Pemblna lingkat I (lvlb)
S€kretaris

s57l + ltlBPK olzots
03 Januari 2018

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

B, Ptogram Peningkatan Sarana dan PragaEna
Aparatur

c, ProSram Penintkatan Dislplln Aparatur

D. Program PenlnSkatan XapEsitas Sumber Daya

Aparatur

1 Penyedlaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyedlaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alr dan Listrik

3 Penyedlaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional

4 Penyedlaan Jasa Administrasi Keuangan

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peaalatan Kerja

7 Penyedlaan Alat Tuli5 Kantor
8 Penyedlaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9 Penyedlaan Komponen lnstalasi Listrlk/ Penerangan BanBunan

Kantor
10 Penyediaan Peralatan dao Perlengkapan Kantor
11 Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi ke Luar Oaerah

1 Pengadaan pedengkapan gedung kantor
2 PenBadaan peralatan gedung kantor
3 Pengadaan lvleubeler

4 Pemellharaan Rutin/ Eerkala Kendaraan DInas/ operasional

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
6 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

I Pengadaan mesin / kartu absensi

2 Pen8adaan Pakaian Dinas gesena Perlengkapannya

3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

1 Bimbingan Teknis lmplementasi PeGturan Perundang

LJndangan

Kesbang Hal. 1

1^,"]
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1 2 4 6

Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan

HAFILUDDIN, SE

196t{r811 19!1703 1 007

Pemblna (lvla)
Kepala Bldang Politlk Dalam

Neteri

Nama

NIP

Pangkat/Gol
Jabatan

CHRISTINCE, BA

19650520 198602 2 fiN
Pembina (lv/a)
Kepala Bldang Ketahanan

Ekonomi dan Sosbud dan
ORl(ESMAS

Nama

NIP

PanSkat/Gol
Jabatan

SENIMAN,5.IP.

19671017 1989)3 1 Ur!)

Pembina (lvla)
Xepala Bldang Penanganan

Xonflift dan Kewaspadaan

Nasional

F. Program Penintkatan Pentembangan slstem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

A. Protram Pendlditan Politik Masyarakat

A. P,ogram Pengembantan wawasan xebangsaan

B. Protram l(emitraan Pent€mbantan Wawasan

Kebangsaan

C. Program P€ningkatan Kapasltas Organisasi dan

Lembata Kemasyarakatan

A. program Pemeliharaan Nantramtibmas d.n
Pefl cegahan Tlndak xrlminal

1 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

2 Penyusunan Pelaporan semesteran

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun,

1 Penyuluhan Kepada Masyarakat

2 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik

1 Peningkatan Rasa Solidaritas dan lkatan Soslel Dikalangan

l{asyarakat
2 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nllai-nilai luhur

budaya bangsa

1 Pencapaian halaqoh dan berbagal Forum ke Agamaan lainnya

dalam upaya penin8katan Wawasan Kebangsaan

1 Pembinaan OBanisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya

Masyarakat

2 lMonitorlng Evaluasl dan Pelaporan Organlsasl Masyarakat dan

Lembaga swadaya Masyarakat.

1 Penlngkatan Kerjasama denSan Aparat Keamanan Dalam

Tehknik Pencegahan Kejahatan

2 Pencegahan dan penantanan Konflik Sosial.

BUPAT KOTAWARINGIN BARAT,

Kesbang Hal. 2

)
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